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1.1. Latar Belakang Penelitian 
Dunia masa kini, segala sesuatu bergerak secara cepat, peralatan serba 
canggih menuntut manusia untuk fleksibel dalam melakukan berbagai aktivitas. 
Manusia hidup, bertahan hidup dengan berbagai cara, berusaha menyambung 
penghidupan melalui bekerja guna memenuhi akan kebutuhan sandang, pangan, 
dan papan. 
Pekerjaan secara umum didefinisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang 
dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan digunakan untuk 
suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan 
dalam bentuk uang bagi seseorang. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah 
pekerjaan dianggap sama dengan profesi. (Wikipedia, 2014). 
Profesi merupakan sumber utama untuk menghasilkan uang serta meraih 
status dalam bermasyarakat, namun adanya pekerjaan dan jabatan tidak semuanya 
memiliki nilai derajat yang sama rata. Terkadang dari profesi yang dijalankan 
seseorang itu bisa saja menjadikan dia dipandang lebih rendah daripada hewan, 
karena walaupun pekerjaan yang dilakukan bisa tanpa larangan, namun harus 
disesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. 
Bagi mereka yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam suatu bidang 
pekerjaan tertentu, maka hal tersebut menjadi ladang pekerjaan, sumber 
penghasilan atau keahlian yang dibayar dan mendapatkan status sosial dalam 
kehidupan bermasyarakat. Namun berbeda dengan mereka yang tidak memiliki 
kemampuan khusus dan tidak mau untuk sedikit terampil, maka yang terjadi 
adalah mereka menggunakan berbagai cara untuk mendapat penghasilan, sama 
halnya dengan bekerja tetapi tidak layak dan hina dalam ajaran agama serta tabu 
bagi masyarakat yang memiliki iman dan pemikiran yang positif. 
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Pekerjaan sendiri terdapat berbagai sektor, yakni sektor formal dan sektor 
informal. Keith Hart (1973), berusaha merumuskan dengan lengkap asal-usul 
konsep sektor informal serta beberapa studi empiris yang meneliti latar belakang 
sosial, ciri dan heterogenitas pekerja sektor informal yang dilakukannya di 
beberapa negara di dunia ketiga dengan mengamati aktivitas penduduk di 
perkotaan, maka kesempatan memperoleh penghasilan dibagi menjadi tiga 
kelompok : 
1. Formal 
2. Informal Sah 
3. Informsal Tidak Sah 
Pekerja sektor “Formal” biasanya ada atribut atau seragam, jam kerja yang 
jelas, peraturan yang jelas, bahkan upah atau gaji bisa ditentukan, biasanya untuk 
yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta 
seperti pegawai dan karyawan. Sektor “Informal Sah” bisa dikatakan proses 
kegiatan sekunder dan tersier seperti : perumahan, transportasi, dan kepentingan 
umum lainnya. Dibagian jasa misalnya : pedagang kaki lima, tukang cukur 
rambur, reparasi, parkir dan sebagainya. Sektor “Informal Tidak Sah” adalah 
pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan pendapatan dengan 
cara yang tidak baik atau tidak resmi, seperti : pemalsuan atau tindakan 
pembajakan, pasar gelap, tukang kredit, penadah, pelacuran dan sebagainya. 
Prostitusi atau pelacuran memang salah satu profesi yang sedang marak 
terjadi, tumbuh dan berkembang bahkan menjadi trend dimasyarakat, karena 
disebabkan oleh peminat yang banyak dan keuntungannya yang sangat 
menjanjikan dimana tidak butuh waktu yang lama untuk menghasilkan pundi-
pundi rupiah sejumlah ratusan, jutaan bahkan ratusan juta yang biasa diraih dalam 
waktu sehari bekerja. Profesi yang lain dari yang lain karena tidak memerlukan 
modal yang besar, cukup kemolekan tubuh, nomor kontak jika ada, siap untuk 
dihubungi 24 jam, bersedia melayani siapa saja tanpa memandang umur asalkan 
sesuai dengan biaya atau tarif yang telah ditentukan. 
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Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual dirinya 
dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi (Subadra, 2007). Pekerja 
Seks Komersial yang dalam kata lain kita sebut “Wanita tuna Susila(WTS)” atau 
lebih dikenal sebagai “pelacur” ialah mereka yang berprofesi penjual jasa seksual. 
Di Indonesia pelacur pelaku pelacuran sering disebut “sundal/sundel”, ini 
menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat buruk, hina dan 
menjadi musuh masyarakat, bahkan tak jarang mereka yang tertangkap kerap 
digunduli, juga tak sedikit dari mereka akan diusir dari tempat tinggalnya karena 
dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan 
karena melanggar hukum. Resiko dari pelacuran sendiri tak sampai hanya disitu, 
melainkan untuk pelaku pelacuran sendiri secara kesehatan fisik adalah 
penyebaran Penyakit Menular Seks (PMS) seperti HIV dan AIDS. 
Pekerja Seks Komersial (PSK) tidak lantas langsung muncul begitu saja 
tiba-tiba ada ditengah masyarakat. Adanya mereka juga disebabkan oleh tiga isu, 
yakni : 
1. Isu Kemiskinan 
2. Isu Kebodohan 
3. Isu Moralitas/Keimanan 
4. Isu Lingkungan 
“Isu Kemiskinan”, hal ini menjadi penyebab pertama karena pendapatan 
yang dibawa rata-rata menjadikan pemicu untuk mendapatkan uang sekalipun 
dengan profesi yang banyak resiko ini. “Isu Kemiskinan” dapat diminimalisir 
andai kata ada lapangan pekerjaan yang merata disetiap daerah dan penyerapan 
yang baik diberbagai sektor industri untuk sumber daya manusia yang terampil 
sedangkan untuk sumber daya manusia yang tidak terampil, ada kursus atau 
pelatihan dari pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada 
dimasing-masing daerah. Lalu, “Isu Kebodohan”, rata-rata pendidikan yang 
rendah menjadikan kemampuan atau keahlian mereka secara mendasar belum ada 
atau bahkan tidak ada, bodoh karena tidak tahu harus kemana dan bagaimana serta 
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tidak mampunyai kemampuan melawan arus pertumbuhan ekonomi yang terus 
maju dan meninggalkan mereka yang tidak bisa mengejar ketertinggalan, sedang 
mereka-mereka ini mempunyai pemikiran yang sederhana, bisa bertahan hidup 
dan makan serta berpenghasilan seperti yang lain. “Isu Moralitas/Keimanan”, 
pembentukan karakter dan bekal iman yang kurang menjadikan mereka ini mudah 
goyah keyakinan dan mempunyai moral yang kurang baik. Ketiga isu yang 
disebutkan tadi merupakan indikasi bahwa pelacuran itu ada ditengah masyarakat 
kita ini. Sedangkan “Isu lingkungan”, kawasan tempat tinggal sekitar juga 
berpengaruh terhadap tumbuh kembang pola piker dan perilaku, apakah berada 
dilingkungan yang baik atau mendukung ataukah dilingkungan yang tidak baik 
dan cenderung membahayakan. 
Pandangan masyarakat Indonesia terhadap pelacuran itu dipandang 
negatif, dan mereka yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap 
sebagai sampah masyarakat. Namun, ada pula pihak yang menganggap pelacuran 
sebagai suatu yang buruk, malah jahat, namun tetap dibutuhkan. Pandangan ini 
berdasar pada anggapan bahwa kehadiran pelacuran bisa menyalurkan nafsu 
seksual untuk pihak yang membutuhkannya, yang biasanya kaum laki-laki. 
Di Indonesia contohnya sudah banyak kawasan prostitusi seperti ini, tetapi 
dahulu masih berada di kawasan kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Bali 
dan Surabaya tetapi sekarang sudah menjalar sampai pinggiran. Baik tempat 
pelacuran ini illegal atau legal. Di Surabaya misalnya, ada Dolly yang merupakan 
lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, di Mojokerto ada Balong Cangkring, di 
Malang daerah Jalan Pajajaran, dan di Madiun ada Gude, serta tempat lokalisasi 
lainnya. 
Dari semua prostitusi tersebut tak sedikit yang menuai kecaman atau 
penolakan. Mulai dari Tokoh Agama, Parpol Islam, Ormas Islam, Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Wanita di sekitar daerah setempat dan 
banyak elemen masyarakat lainnya yang mewacanakan untuk segera menutup 
lokalisasi prostitusi tersebut, karena selain menganggu kehidupan rumah tangga 
juga merusak estetika berperilaku yang baik dan terjaga. 
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Wacana penutupan tepat-tempat prostitusi di Jawa Timur, termasuk 
lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ; Dolly, kembali mengemuka. Beberapa 
Tokoh Agama, Parpol Islam dan Ormas Islam di Jatim mendesak kepada 
Pemerintah Daerah agar tempat-tempat prostitusi di Jatim segera ditutup. 
Memberantas praktik prostitusi tidak sekedar menutup tempat-tempat prostitusi, 
tapi ada juga yang harus dipertimbangkan dan dicarikan solusi riilnya, terutama 
pasca penutupan. Penutupan tempat-tempat prostitusi tidak segampang 
membalikkan telapak tangan, butuh proses, waktu, dan tahapan yang terencana. 
Karena itu, perlu dipikirkan dan dibuat langkah pemberantasan praktik prostitusi 
tersebut, mulai dari hulu sampai hilirnya. 
Tri Rismaharini, Walikota Surabaya untuk periode jabatan 2010-2015 bisa 
dikatakan pelopor penutupan kawasan prostitusi di Surabaya. Bukan hal yang 
mudah untuk menutup kawasan prostitusi lokalisasi yang terbesar di Asia 
Tenggara ini. Banyak yang pro, gerakan mendukung dilaksanakannya penutupan 
kawasan yang sudah berpuluh tahun jadi sumber penghasilan pemuas seks tapi 
tidak sedikit juga yang kontra dengan penutupan ini dikarenakan hampir 
seluruhnya sudah lama menggantungkan hidupnya dari prostitusi ini mulai dari 
para pekerja seks, germo atau mucikari, tukang ojek, penjual makanan minuman, 
jasa laundry, sampai tempat karaoke dan hotel losmen di kawasan prostitusi ini. 
Setelah melewati pro kontra dan berbagai permasalahan, akhirnya pada 18 juni 
2014 kawasan prostitusi Dolly ditutup tanpa relokasi. 
Madiun, kota yang dikenal sebagai “Kota Gadis” ini juga terdapat 
lokalisasi tepatnya di daerah Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten 
Madiun. Teguhan dengan luas wilayah 249,00 ha, berrtopografi datar 55-95 meter 
diatas permukaan laut. Sejak tahun 1977 sampai 2014 lokalisasi Gude berada, ada 
sekitar 77 PSK, 24 mucikari, berasal dari berbagai daerah, sedangkan PSK dan  
mucikari yang berdomisili di Kabupaten Madiun sendiri terdapat 12 PSK, 17 




Tabel 1.1 Daftar  para Eks-PSK yang berada di lokalisasi Gude 
No. Nama Tempat, tanggal lahir Alamat 
1. Santi Murti Ngawi, 18/7/1960 06/01 ds.teguhan kec.jiwan  
2. Tarisih Pati, 15/4/1970 O6/01 ds.teguhan kec.jiwan 
3. Suminah Madiun, 21/1/1963 O6/01 ds.teguhan kec.jiwan 
4. Sujiati Madiun, 12/10/1973 33/05 ds.batok kec.gemarang 
5. Astutik Madiun, 6/7/1980 30/06 ds.durenan kec.gemarang 
6. Tri Sulis Madiun, 12/11/1985 27/05 ds.batok kec.gemarang 
7. Sutanti Madiun, 7/5/1974 08/01 ds.durenan kec.gemarang 
8. Yeni Astutik Madiun, 24/6/1980 16/04 ds.kaliabu kec.mejayan 
9. Wagitun Magetan, 30/6/1963 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
10. Sari minarti Madiun, 12/4/1986 16/06 ds.segulung kec.dagangan 
11. Sumarsih Madiun, 8/9/1977 25/04 ds.batok kec.gemarang 
12. Yayuk Eli  Madiun, 8/8/90 26/09 ds.randualas kec.kare 












Tabel 1.2 Daftar para Mucikari yang berada di lokalisasi Gude 




1. Suprapto  41 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
2. Subarjo  68 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
3. Iik Tasmi 44 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
4. Sri Wahyu 56 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
5. Suprihatin 50 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
6. Rianto 45 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
7. Sri Astuti 50 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
8. Sugiati 45 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
9. Sukiyem 55 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
10 Sulastri 63 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
11. Sriatin 54 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
12. Nur Hayat 54 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
13. Wiwik 47 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
14. Sumini 47 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
15. Rukmini 53 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
16. Nanik 57 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
17. Nuryati 37 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 






Tabel 1.3 Daftar para Masyarakat terdampak yang berada di lokalisasi Gude 
No. Nama Tempat, tanggal 
lahir/ umur (Tahun) 
Alamat 
1. Demes  59 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
2. Kamidjo  68 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
3. Suyono  40 25/07 ds.matesih kec.jiwan 
4. Suyatno  48 11/03 ds.teguhan kec.jiwan 
5. Teguh Ari 35 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
6. Mariani  33 04/01 ds.teguhan kec.jiwan 
7. Lamin Cahyo 46 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
8. Sumarni  49 04/01 ds.teguhan kec.jiwan 
9. Djumadi  53 03/01 ds.teguhan kec.jiwan 
10 Gianto  38 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
11. Suparmi  55 04/01 ds.teguhan kec.jiwan 
12. Budin Santo 31 11/04 ds.teguhan kec.jiwan 
13. Direm 55 14/05 ds.kwangsen kec.jiwan 
14. Lamiati  49 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
15. Ridho  41 04/01 ds.teguhan kec.jiwan 
16. Sriatun 43 14/05 ds.kwangsen kec.jiwan 
17. Mela Endyana 37 10/02 ds.kincang wetan kec.jiwan 
18. Gustavo  40 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
19. Suparni  61 06/01 ds.teguhan kec.jiwan 
20. Sadinah  73 04/02 ds.kwangsen kec.jiwan 




Senada dengan Ibu Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly di Surabaya, 
di Madiun dengan dibawah Pimpinan Bupati Bapak H.Muhtarom, S.Sos awalnya 
mewacanakan penutupan lokalisasi Gude. Kebijakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Madiun dalam penangganan Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan 
pertimbangan dasar hukum sebagai berikut : 
1. Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1960 tentang “Pemberantasan 
Pelacuran”. 
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2010 Nomor 
460/16474/031/2010 perihal “Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi 
serta Woman Trafficking”. 
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Oktober 2011 Nomor 
460/15612/031/2011 perihal “Penanganan Lokalisasi WTS di Jawa 
Timur”. 
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 28 April 2014 Nomor 
260/7705/031/2014 perihal “Penanganan dan Pasca Penutupan Lokalisasi 
WTS di Jawa Timur”. 
5. Keputusan Bupati Madiun tanggal 31 Oktober 2014 Nomor 
188.45/760/KPTS/402.031/2014 tentang “Tim Pemulangan Wanita Tuna 
Susila di Lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude Desa Teguhan 
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun Tahun 2014”. 
6. Keputusan Bupati Madiun Nomor 188.45/1034/KTSP/402.031/2014 
tanggal 17 Desember 2014 tentang “Tim Pengamanan Kegiatan 
Pemulangan WTS di Lokalisasi Gude Desa Teguhan Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun”. 
Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam 
Penanganan Pekerja Seks Komersial (PSK) di lokalisasi sebagai tindak lanjut 
Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 
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1. Tidak menggunakan istilah penutupan karena lokalisasi WTS tidak pernah 
dibuka dan diijinkan secara resmi, maka menggunakan istilah pemulangan 
WTS. 
2. Menetapkan keputusan Bupati Madiun tentang : Tim Pemulangan WTS di 
lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude Desa  Teguhan Kecamatan Jiwan 
Kabupaten Madiun. 
3. Menetapkan keputusan Bupati Madiun tentang : Tim Pengamanan 
Kegiatan Pemulangan WTS di lokalisasi Wisma Wanita Harapan Gude 
Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun tahun 2014, selama 
15 hari 24 jam. 
Madiun, dari pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Dinsosnakertrans)-lah yang turut andil dalam progam penutupan lokalisasi Gude 
ini. Maka, menindak lanjuti keputusan Bupati Madiun dari Dinsosnakertrans 
membentuk “Tim” untuk pemulangan para Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Namun bukan tanpa hambatan pula untuk melakukan penutupan lokalisasi ini 
walaupun kawasannya lebih kecil dari Surabaya tetap saja penutupan lokalisasi 
Gude di Madiun ini berjalan alot. Dalam penanganan Pekerja Seks Komersial 





“Humanis” lebih menekankan pada pendekatan perseorangan dari PSK 
tersebut. Jadi kita tahu bagaimana karakteristik PSK, faktor penyebab mengapa 
mereka memilih jadi PSK, serta harapan PSK setelah penutupan lokalisasi. 
“Solutif” bagaimana mencari solusi terbaik demi kelancaran penutupan lokalisasi. 
“Koordinatif” untuk melakukan penutupan perlu koordinasi dari berbagai pihak, 
Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dinas terkait dan masyarakat. “Integritas” 
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sikap konsisten terhadap penutupan tanpa relokasi, jadi tidak ada lagi prostitusi di 
daerah tersebut atau daerah lain. 
Penutupan lokalisasi bukan berarti pendeklarasian penutupan semata, 
sosialisasi, pengecekan kesehatan secara berkala, pendampingan ketrampilan pada 
para Pekerja Seks Komersial (PSK) khususnya juga dilakukan untuk memberikan 
bekal untuk bekerja setelahnya penutupan lokalisasi agar mereka bisa bertahan 
hidup dan kembali sebagai manusia yang bermartabat. Pemerintah Daerah pun tak 
lantas lepas tanggung jawab, tetap mereka daptakan pesangon yang masing-
masing Pekerja Seks Komersial (PSK) dapat kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- 
sumber dana dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD I, untuk 
para Mucikari mendapatkan kompensasi sebesar Rp. 3.000.000,- sumber dari 
APBD II, dan untuk Masyarakat Terdampak mendapatkan kompensasi sebesar 
Rp. 2.000.000,- sumber dana dari APBD II Kabupaten Madiun. 
Namun begitu, dari segala upaya Dinsosnakertrans tetap ada hambatan 
yang muncul selama proses dan dampak yang timbul dari penutupan serta akibat 
atau dampak yang terjadi pasca penutupan lokalisasi Gude. Maka dari sinilah 
penulis mengambil penelitian dengan judul “ANALISIS DAMPAK SOSIAL 
EKONOMI DARI PENUTUPAN LOKALISASI GUDE TERHADAP EKS-PSK, 
MUCIKARI, DAN MASYARAKAT TERDAMPAK YANG BERDOMISILI DI 
KABUPATEN MADIUN”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah : 
1. Bagaimana karakteristik dari para Eks-PSk, Mucikari dan Masyarakat 
terdampak?  
2. Apa saja pendampingan dari Dinsosnakertrans dan digunakan untuk apa 




3. Apa saja dampak ekonomi dan sosial yang timbul di kehidupan para 
Eks-PSK, Mucikari dan Masyarakat Terdampak setelah penutupan 
lokalisasi? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Dari permasalahan yang ada diatas, maka peneliti merumuskan tujuannya 
sebagai berikut : 
1. Mengkaji karakteristik (daerah asal, umur, pendidikan, status kawin, 
pelanggan, pekerjaan sekarang, dan pendapatan) para Eks-PSK, 
Mucikari, dan Masyarakat Terdampak yang berdomisili di Kabupaten 
Madiun. 
2. Mengkaji penggunaan pesangon dan pendampingan yang telah 
diberikan oleh Dinsosnakertrans. 
3. Mengkaji dampak sosial ekonomi terhadap Eks-PSK, Mucikari, dan 
Masyarakat terdampak setelah tutupnya lokalisasi. 
 
1.4. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini ialah untuk : 
1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah untuk 
menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Eks-PSK, 
Mucikari, dan Masyarakat Terdampak. 
2. Sebagai salah satu pra syarat kelulusan dalam menempuh studi S-1 






1.5.  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 
Pelacuran menurut Kartono (1983) adalah peristiwa penjualan diri 
(persundalan) dengan jalan memperjual-belikan badan, kehormatan dan 
kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan 
imbalan bayaran. 
Penutupan Lokalisasi adalah merupakan langkah kecil dari upaya 
pemerintah baik kota ataupun daerah untuk menjaga budaya timur serta tidak 
mengotori estetika berperilaku masyarakat luas. 
Hasil penelitian Sri Mulyani (2002) mengadakan penelitian dengan judul 
“Pekerja Seks Komersial di Gunung Pare Dukuh Argosuko Desa Wirogunan 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui mengapa mereka memilih bekerja sebagai pekerja seks 
komersial dan asal dari daerah mana serta untuk mengetahui karakteristik 
demografis dan sosial ekonomi di Gunung Pare. Metode yang digunakan bersifat 
explorative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para PSK memilih bekerja 
sebagai pekerja seks komersial karena terdesak ekonomi dan kebanyakan para 
PSK berpendidikan rendah serta daerah asal PSK sebagian besar dari Wonogiri. 
Andi Suharmanto (2006) dengan jduul “Pekerja Seks Komersial di Sembir 
Dusun Sarirejo Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kodya Salatiga Jawa 
Tengah”. Tujuan penelitian untuk mengetahui karakteristik demografis dan 
karakteristik sosial (daerah asal, umur, pendidikan dan pendapatan), mengetahui 
alasan jadi PSK dan hubungan interaksi dengan daerah asal. Hasil penelitian 
sebagian besar PSK berpendidikan rendah (SMP kebawah), umur usia produktif 
yakni usia 20-30 tahun dan penghasilan tergolong tinggi berjumlah Rp. 834.375,- 
tiap bulannya. 52,6% PSK berasal dari Jawa Tengah dan faktor yang mendominasi  





1.6.  Kerangka Penelitian 
Sulitnya mencari pekerjaan di sektor informal menjadikan para perempuan 
yang ingin berpenghasilan melirik sektor informal tidak sah sebagai jalan keluar, 
khususnya sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Walaupun sudah jelas bahwa 
sektor informal tidak sah tersebut bukan yang tidak beresiko tetapi juga membawa 
dampak yang tidak bisa disepelekan secara fisik dan psikis, tetapi semua itu 
mereka lakukan karena untuk bertahan hidup. 
Para PSK sendiri dari berbagai daerah walaupun masih dalam satu 
domisili, umur, status kawin, pendidikan menjadi karakteristik demografi dan dari 
isu kebodohan, kemiskinan, dan moral/keimanan menjadikan prostitusi itu 
muncul. Namun dengan berbagai hal sampai pada akhirnya harus menutup 
lokalisasi menjadikan Pemerintah Daerah setempat dengan cara yang humanis, 
solutif, koordinatif dan integritas. 
Pasca penutupan lokalisasi ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti 
karena yang diamati adalah bagaimana hidup para PSK, Mucikari dan Masyarakat 
Terdampak setelah penutupan. Bagaimana kehidupan ekonominya dari pesangon 















                                                                 
 
                                          
       
 
 









Dampak Ekonomi dari Penutupan Lokalisasi 
Karakteristik 
Demografi, Sosial, dan 
Ekonomi : 
1. Daerah asal 
2. Umur 






























Dampak Penutupan : 
1. Ekonomi (pendapatan) 
2. Mata Pencaharian 
3. Pendidikan Anak 
 
Kehidupan Pasca Penutupan : 
1. Pekerjaan 
2. Interaksi dengan 
masyarakat luas 
Hasil : 
1. Peta daerah penutupan 
2. Peta asal Eks-PSK, Mucikari, dan 
Masyarakat Terdampak 
Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 





Dengan perumusan masalah, tujuan serta kerangka berpikir yang sudah 
dijelaskan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : 
1. a. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
berasal dari Madiun. 
b. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
berusia 20-40 tahun. 
c. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
berpendidikan SD. 
d. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
statusnya sudah menikah. 
e. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
bekerja sebagai pedagang. 
f. Sebagian besar Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak 
berpendapatan dibawah Upah Minimun Regional (UMR) 
Kabupaten Madiun ( < Rp. 1.250.000,-). 
2. Pesangon yang diberikan Pemerintah kepada Eks-PSK, Mucikari, dan 
Masyarakat Terdampak digunakan untuk usaha modal dagang. 
3. a. Setelah tidak menjadi PSK, Mucikari, dan Maysrakat Terdampak 
maka tidak ada berpengaruh terhadap tahun pendidikan anggota 
keluarganya : anggota keluarganya tetap sekolah. 
b. Pendapatan Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak tidak 






1.8.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini 
adalah metode sensus. Sensus adalah suatu penelitian yang meneliti seluruh 
anggota populasi. Adapun tahap penelitian yang dilakukan ialah sebagai berikut : 
 
1.8.1. Pemilihan Daerah Penelitian 
Metode penelitian daerah dilakukan dengan pertimbangan di Kecamatan 
Jiwan ada penutupan lokalisasi. Lokalisasi Gude sebagai tempat penelitian berada 
di Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabipaten Madiun. Desa ini terletak 7 Km 
sebelah Barat Laut Kota Madiun, atau 20 Km Timur Laut Kota Magetan.   
 
1.8.2. Pemilihan Responden 
Jumlah Eks-PSK ada 12 orang, Mucikari 17 orang, dan Masyarakat 
Terdampak ada 20 orang yang semuanya berdomisili di Kabupaten Madiun. 
Masyarakat terdampak adalah mereka, para masyarakat yang tinggal di kawasan 
prostitusi Gude yang menggantungkan hidupnya dari adanya kegiatan prostitusi 
tersebut, ada yang berprofesi sebagai tokoh masyarakat, penjual makanan 
minuman, parkir, ojek dan lain sebagainya. Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat 
Terdampak diambil dengan menggunakan metode Sensus. 
1.8.3. Pengumpulan Data 
Data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data 
Primer dan Sekunder : 
1. Data Primer didapat dari proses wawancara dengan PSK, Mucikari, dan 
Masyarakat Terdampak menggunakan quesioner yang telah 
dipersiapkan sebelumnya yang meliputi karakteristik demografis, sosial 
ekonomi, dan dampak dari penutupan. 
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2. Data Sekunder didapat dari sumber yang ada dikantor guna 
kelengkapan penelitian antara lain : 
a. Data letak, luas dari Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan Kabupaten 
Madiun. 
b. Data PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak yang berdomisili 
di Kabupaten Madiun yang terdapat di kantor Dinsosnakertrans. 
c. Surat Edaran, Surat Keputusan, dan Perda dari Pemerintah Madiun. 
1.8.4. Analisis Data 
1.8.4.1.  Analisis Statistik 
Penelitian ini nantinya memakai tabel frekuensi. Tabel frekuensi 
digunakan untuk menganalisis satu variabel. Tabel frekuensi menggunakan 
variabel sosial dan ekonomi (pendidikan dan pendapatan). Variabel demografi 
digunakan untuk karakteristik responden (daerah asal, umur, status kawin, 
pelanggan, pekerjaan sekarang, dan jumlah anak). 
1.8.4.2.  Analisis Geografi 
Analisis geografi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
keruangan. Menunjukkan darimana mereka berasal dan bagaimana kehidupan 
pasca penutupan lokalisasi para Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak. 
 
1.8.5. Batasan Operasional  
1. Pendapatan 
Adalah penghasilan bersih yang didapat pekerja seks komersial dalam 
waktu satu bulan. (peneliti) 
2. Lokalisasi PSK 
Adalah tempat terpusatnya rumah-rumah bordil yang mendapat 
pengawasan dari pemerintah. Sedangkan rumah bordil adalah tempat yang 
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disebut sebagai rumah yang biasanya dihuni oleh satu atau lebih PSK 
untuk menerima tamu dengan maksud melakukan hubungan seksual. 
(Alam, 1984) 
3. Pekerja Seks Komersial 
Adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks 
bertujuan untuk ekonomi (Subadra, 2007) 
4. Mucikari  
Adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan atau pemilik 
pekerja seks komersial, PSK bisa saja tinggal bersamanya. (Wikipedia) 
5. Pemanfaatan Pendapatan 
Adalah besarnya pendapatan yang digunakan untuk keperluan para PSK 
(kebutuhan pribadi PSK, pendidikan keluarga, ditabung, remiten dan hal 
lainnya). (peneliti) 
6. Penutupan Lokalisasi 
Adalah menghentikan segala aktivitas yang ada kaitannya dengan 
pelacuran di lokalisasi tersebut. (peneliti) 
7. Masyarakat Terdampak 
Adalah mereka yang tinggal di sekitar area lokalisasi yang 
menggantungkan hidupnya dari berjualan atau bekerja di daerah tersebut. 
(peneliti) 
8. Dampak Sosial Ekonomi 
Adalah akibat yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi terhadap sosial 
ekonomi para Eks-PSK, Mucikari, dan Masyarakat Terdampak. (peneliti)  
 
